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Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serra kerang-
ka konseptual tidak lahir secarn nlendadak sebagaimana kita lihat dalam
Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 namun me-
lall!i proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari
perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum
PBB tersebut dihayati sebagai pengakuan yuridik fannal dan merupa-
kan titik kulminasi peIjuangan sebagian besar umat manusia di belahan
dunia khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi
hak-hak asasi manusiajauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah
masyarakat umat manusia, baik di barat maupun di timur, kendatipun
upaya tersebut masih bersifat lokal, partial, dan sporadikaL
Pada zaman Yunani kuno, Plato (428-348) telah memaklumkan
kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama barn akan terca-
pai manakala setiap warganya melaksanakan h~ dan kewajibannya
masing-masing. Demikian pula Aristoteles (384-322 8M) seringkali
memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang
baik adalah negara yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat banyak. Dalam akar budaya masyarakat Indonesiapun,
pengakuan serta penghonnatan terhadap hak-hak dan martabat manusia
telah mulai berkemban,g, misalnya dalam masyarakat Jawa Kuno telah
dikenal istilah ttHak Pepe" yaitu hale warga desa yang diakui dan dihor-
mati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, wa-
laupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut &
Beny, 1988: 3).
Namun dalam sejarah hak-hak asasi manusia itu ba-
tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak. asasi itu oleh manu-
sia .diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dati ke-
kuasaan yang· dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan
negara (Staat). Oleh karena itu pada hakikatnya pennasalahan pokok
tentang hak asasi manusia itu berkisar pada hubungan antara manusia
(individu) dan masyarakat atau negara
Di dalam susunan negara modem hak-hak serta kebebasan-
kebebasan asasi itu dilindungi oleh Undang-Undang danmerupakan
hukum positif secara tertulis.
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Dalam perkembangannya kekuasaan negara tersebut seolah-olah
oleh manusiapribadi (individu) lambat laun dirasakan sebagai suatu an-
caman bahkan tekanan, karena dimana kekuasaan negara itu berkem-
bang, maka terpaksalah ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi
dan dengan demikian berkuranglah pula luas batas hak-hak yang dimili-
ki oleh individu itu. Dalam pengertian inilah maka timbullah sengketa
pokok antara dua kekuasaan itu secara prinsip, yaitu kekuasaan manu-
sia yang berujud sebagai hak-hak dasar beserta kebebasan-kebebasan
asasi selama ia belurn membentuk negara dimilikinya secara leluasa;
dengan kekuasaan yang melekat pada organisasi bam yang dibentuk
oleh masyarakatyang merupakan negara ~di (Purbopranoto, 1976:17).
Menurut J.J. Rousseau bahwa kekuasaan negara itu timbul berda-
sarkan suatu persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat (semua
manusia) untuk membentuk suatu pemerintahan, yaitu sekelompok ma-
nusia yang dikuasakan untuk menjalankan kekuasaan negara, yang·da-
lam hal ini teon ini terkenal dengan "Contrat social" (The social con-
tract) (Rousseau, 1986: 14). Pada abad ke-18 pada waktu kekuasaan
negaIi mencapai puncaknya mula-mula di benua Eropa kemudian men-
jalar sampai ke benua Amerika, maka meningkat pulalah perjuangan
manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut
yaitu saat "human right" tersebut dirumuskan untuk pertama kalinya se-
cara resmi dalam "Declaration of Independence" Amerika pada tahun
1776. Dalam deldarasi Amerika Serikat (tertanggal4 lull 1776) tersebut
dinyatakan bahwa seluruh umat manusia pitakdirkan dalamkeadaan
sarna bahwa manusia dikanmiai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bebera-
pa hak yang tetap dan melekat padanya..Perumusan hak-hak asasi ma-
nusia secara resmi itu kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Nega-
ra Amerika Serikat (Tahoo 1787) yang mulai berlaku 4 Maret 1789
(Hardjowirogo, 1977: 43).
Walaupun Amerika Serikat yang pertama kali menerima secara re-
smi tentang hak-hak asasi manusia tersebut, namun·sebenamya rakyat
Prancis telah memperjuangkannya sejak Rousseau. Perjuangan itu me-
muncak dalam revolusi Perancis pada tahun 1780 yang berhasil mene-
tapkan hak-hak asasi manusia itu dalam "Declaration des Droits
LtHomme et du Citoyen", yang pada tahun itu ditetapkan oleh
"AssemBlee Nationale" Perancis dan pada tahun 1791 berikutnya dima-
sukkan ke dalam Constitution. (Van Asbek dalam Purbopranoto, 1976:
18). Semboyan revolusi Perancis yang terkenal yaitu : 1) liberte (ke-
merdekaan), 2) egalite (kesamarataan), 3) fratemite (kerukunan atau
persaudaraan). Jadi hak dasar manusia sebagai warga negara (les droit
de l'homme et du citoyen) tentang isinya betpangkal pada hak kemerde-
kaan manusia maka hak dasar yang tenItama ini diartikan dimiliki oleh
manusia sejak ia dilahirkan di muka bumi crhomme est ne libre').Da-
patlah disimpulkan berdasarkan mukadimah Konstitusi Perancis maka
yang 'dimaksud hak-hak asasi manusia adalah: hak-hak yang dimiliki
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· manusia menurut kodratny~ yang tak dapat dipisahkan dart hakikat-
nya.
Dalam perkembangan selanjutny~konSepsi hak.-hak asasi manu-
sia terus menerus mengalami perubahan. lsi dan ruang lingkup dari
hak-hak· asasi manusia warisan masa lampau itu ternyata tidak responsif
dan aspiratif lagi dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin
lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak
yang bersifat yuridis-politik saja yang dilindungi melainkan juga hak-
hak dalam bidang kehidupan yang lainnya, sepertihak dalam bidang
ekonomi, sosiat d·an budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan rein-
terpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang
lebih luas itu, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada pennu-
laan abad ke-20 memfonnulasikan empat macam hak-hak asasi yang
kemudian dikenal dengan "The four Freedomsu yaitu : 1) kebebasan
untuk berbicara dan mengemukakan pendapat (freedom of speech), 2)
kebebasan beragama (freedom of religion),3) kebebasan dari rasa ke-
takutan (freedom from fear), dan 4) kebebasan dan kemelaratan (free-
dom from want). (Budiardjo, 1981: 121). Dalam pengertian inilah
maka dimensi barn hak-hak asasi manusia yang mencakup bidang
ekonomi, sosial dan budaya kemudian menjadi inspirasi dan.bagian
yang tidak terpisahkan dengan Declaration of Human Rights 194,8 di
mana seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya yang tergabung dalam Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertekad untuk memberikan penga-
kuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi
dan merealisasikannya. Dalam deldarasi tersebut seluroh umatmanusia
baik <Ii dunia Barat maupun Timur mendapat posisi seritraI di mana har-
kat danmartabatnya dijunjun~ -tinggi tanpa terkecuali.
Pemyataan sedunia,tentangOhak-hak asasi manusia yangdisebut
Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh Majelis
Umum Perserikatan··Bangsa-Bangsa itu terdiri atas 30 pasal dan sangat
erat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia.Secara teoritik,
hak-hak yang terdapat dalam deldarnsi tersebut dapat dikelompokkan
dalam tiga bagian: yaitu pertama: menyangkut hak-hak politik dan yuri-
dis, keduiJ, menyangkut Hak-hak atas martabat dan integritasmanusia;
keti~menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan hak-hak budaya (Baut
& Beny, 1988: 9).
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa tidak terlalu sukaruntuk
mencapai kesepakatan tentang deklarasi hak-hak asasimanusia tersebut,
namun·dalam kenyataannya jauh lebih sukar untuk menyusun tindak
lanjut yaitu menyusun suatu perjanjian (conenant) yang mengikat secara
yuridis. Dalam masalah ini diperlukan waktu selama delapan belas ta-
hun sesuoah diterimanya pemyataan hak-hak asasi manusia'oleh PBB
tersebut. Barn pada akhir tahun 1966 sidang umumPerserikatan Bang-
sa-bangsa menyetujui secara aklamasi Perjanjian tentangHak.-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Convenant on Economic, Social and
Culture Right) serta Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Con-
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venant on Civil and Political Right). Sementara itu diperlukan sepuluh
tahoo lagi sebelum kedua perjanjian itu berlaku. PeIjanjian tentang hak-
hak ekonomi, sosial budaya mulai berlaku bulan Januari 1976, setelah
diratifikasi oleh 35 negara; sedangkan Perjanjian tentang Hak-hak Sipil
dan Politik kemudian berlakujuga (Budiartdjo, 1981: 124).
Penlyataan tentang hak-hak asasi manusia tersebut pada hakikat-
nya merupakan qambaan dari setiap manusia, namun demikian persoa-
Ian yang mendasar timbul dalam kaitannya dengan implementasi hak-
hak. asasi manusia tersebut. Persoalan menjadi semakin mmit karena
dalam upaya mengimplementasikan hak-hak asasi manusia tersebut
menghadapi kedaulatan negara, kedudukan individu sebagai subjek hu-
kum intemasional serta masalah "domestic yurisdiction" dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-bangsa. Kesukaran yang terbesar adalah berkaitan
dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut hams disesuaikan
dengan keadaan dalam negara masing-masing. Ternyata bahwa hak-hak
asasi yang dalam perumusannya dinyatakan dengan gaya yang gam-
blang dan seolah-olah tanpa batas, terpaksa dalam perjanjian dinyatakan
sebagai terbatas oleh dua hal : pertama, oleh undang-undang yang berla-
ku dan kedua, oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dal-
am masing-masing negara. Misalnya hak atas kebebasan untuk mempu-
nyai dan mengutarakan pendapat yang disebut dalam Pemyataan dalam
Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik dinyatakan terbatas oleh
undang-undang yang berlaku yang "perlu untuk menghonnati hak dan
nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional dan keter-
tiban umum, moralatau kesehatan umum" (Pasal 19). Demikianpula
hak untukberkumpul dan berapatdinyatakan ~erkenapembatasan-pem­
batasan yang sesuai dengan undang-undang d'an yang "dalamdemokra-
tis diperlukan demi keamanannasional atau keselam'atan umum, keterti-
ban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau per-
lindungan temadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang. lain"
(Pasal21).
Kembara terlladap realisasi serta perlindungan hak-hak asasi· terse-
but memang sullt untuk dilepaskan dengan keberadaan negara yang di-
bentuk oleh masyarakat dan bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi
tersebut. Dalam pengertian inilah maka hak asasi manusia sulit untuk
dilepaskan dengan kewajibannya terhadap negara yang bertujuan untuk
melindungi hak-hale asasi tersebut.. Persoalan yang esensial inilah yang
juga dihadapi oleh bangsa Indonesia yang juga sebagai bangsa yang
menjunjung tinggi hak...hakasasi manusia.
Hakikat Negara dan .Hak-bak Asasi Manusia
Manusia pada hakekatnya mula-mula belum bermasyarakat ia hi...
dup dalam keadaan alamiah, "State of nature", yaitu suatu keadaan di
mana belum terdapat kekuasaan serta otorita apa-apa, semua orang sarna
sekali hidup dalam keadaan bebas serta sarna derajatnya. Dalam keadaan
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kebebasan yang bersifat alamiah ini manusia justru menjadi tidak bebas
karena menghadapi perbenturan kepentingan, hak milik, kepentingan
sehingga banyak manusia hidup di atas penderitaan orang lain. Dalam
kondisi t'State War" seperti itu, maka timbullah pemikiran untuk melin-
dungi pjlai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial seperti-
hale unt:u.lc hidup, hak untuk n1erdeka, sertahak milik pribadi sebagai
suatu kebutuhan yang niendesak" Dalanl pengertian inilah kemudian
manusia membentuk. suatu masyarakat serta menyerahkan sebagian dari
hak-hak mereka kepada pemimpin (in casu negara)~ demikianlah hipote-
sis John Locke tentang negara (Suseno, 1986).
Sebagai makhluk jasmani dan rokhani, yang diperlengkapi dengan
aka! budi dan kehendak mereka, manusia sejak lahimya adalah suatu
pribadi. Tetapi pribadi i~ mula-mula lebih merupakan potensi, yang
hams berkembang secara terns menerus untuk menjadi pribadi yang
sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Oleh karena itulah manu-
sia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ia diberi hak-hak yang ber-
sifat asasi yaitu hak-hak manusia sebagai hakikatnya manusia. Dia tidak
hanya berhak untuk menggunakan hak-haknya itu, namun juga wajib
menggunakannya karena hanya secara demikianlah dia d,\pat mengem-
ban tugas hidupnya dan mencapai tujuan eksistensinya (Dipoyudo,
1984: 4).
Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar dan mewu-
judkan kesejahteraan insani sepenuhnya,maka tidak mencukupi dirinya
sendiri melainkan memerlukan sesamanya. Hal itu Qerarti manusia ha-
rus saling membantu dan saling melengkapi. Oleh' sehab itu manusia
wajib dan berhak untuk hidup dalam hubungan, pergaulan serta kerja
sarna dengan sesamanya, baik secara lepas maupun secara tetap dalam
ikatan-ikatan yang perrnanen. Hal itu ditandaskan dalam Deklarasi Uni-
versal Hak-hak Asasi Manusia PBB: ttSe~iap orang mempunyai kewa-
jihan terhadap masyarakat dan hanya di situ dia dapat mengembangkan
pribadinya secara merdeka dan penuh" (Brownlie," 1971: 107, banding-
kan denganDipoyudo, 1984: 4).
Oleh sebab itu manusia sebagai suatu kehamsan membentuk ber-
macam-macam kesatuan sosial atau masyarakat (society atau communi-
Pria dan wanita menikah untuk membentuk keluarga, yaitu yang
merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil. ttKeluarga adalah suatu
kesatuan kelompok yang alamiah dan dasar", demikian bunyi pasal
ayat 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tersebut. Orang
mendirikan perkumpulan desa, kota, propinsi, perkumpulan dagang,
olah-raga, kesenian dan lain sebagainya.
Akan tetapi keluarga dan lain-lain kesatuan sosial yang bersumber
pada kemauan bebas manusia untuk hidup bersama dan bekerja sarna,
belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya selengkapnya. Maka
pada tingkat perkembangan tertentu manusia memerlukan suatu kesatu-
an sosial yang lebih besar, yang mampu menangani segala urusan ber-
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sarna untuk menjamin kesejahteraan umum dalam arti kesejahteraan rna-
nusia yang lengkap bagi semua anggotanya. Kesatuan sosial serupa
itulah yang disebut negara. Orang-orang Yunani kuno menyebutnya
dengan Res Publica, yang artinya urosan atau kepentingan publik. Se-
jumlah orang bergabung dan membentuk negara untuk menjamin kese-
jahteraan umum, yang tidak dapat diwujudkan oleh mereka masing-
masing maupun kesatuan-kesatuan sosial yang lebih keeil dan terbatas
ruang lingkup serta jangkauannya. I>engan demikian negara adalah sua-
tu keharusan dalam arti bahwa manusia harns membentuk negara dan
hidup sebagai warganya. Oleh sebab itu negara dapat dibatasi sebagai
suatu kesatuan sosial atau organisasi yang mengatur dan menertibkan
hubungan-hubungan antara warganya dengan kekuasaan demi terca-
painya kesejahteraan dan tujuan bersama. Yang dinlaksud dengan Of-
ganisasi ialah sekelompok orang yang dengan pembagian tugas dan ker-
ja sarna mengejar 8uatu tujuan bersama. Lewat pembagian tugas itu
setiap anggotanya mempunyai tugas tertentu dalanl rangka keseluruhan
yang biasa disebut sebagai fungsi. Kerja sarna demi tercapainya tujuan
bersarna itu pertama-tama dijamin dengan adanya pembagian tugas yang
jelas dan terarah pada tujuan bersama itu,dan kedua dengan adanya pim-
pinan yang memberikan bimbingan.
Akan tetapi negara bukanlah tujuan, seperti kesatuan-kesatuan so-
sial yang lainnya, negara adalah untuk kepentingan para warganya. Tu-
juan negara sudah barang tentu lebih dari pada hanya kepentingan-
kepentingan warganya, dalam arti bahwa tujuan itu ialah kesejahteraan
umum selurohbangsanya.. Namun tujun neg-ara bukanlah undang-
undang, lembaga-lembaga, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, namun
titik tolak dan tujuan negara adalah manusia dengan martabatnya, tuju-
an-tujuan, kebutuhan dantugas-tugasnya. Tiada kesejahteraan umum
selainkesejahteraan lengkap orang-orang yang menjadi warganya. Me-
majukan kesejahteraan umum t3k lain ialah memajukan perkembangan
orang-orang itu dan meningkatkan harkat dan martabat mereka.. Negara
mengusahakan kondisi baik yang diperlukan para warganya untukme-
wujudkan perkembangan diri dan bakat-bakat mereka sepenuh mung-
kin. Unsur-unsur kesejahteraan umum itu di satu pihak ialah dihonnati-
nya hak-hakorang-orang atau kepastian hukum dan di pihak lain ter-
sedianya barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup bagi para war-
ganya dan negara atau kemakmuran umum-.. Dalam rangka itulah negara
hams menegakkan hukum dan keadilan satu pihak dan menjamin
agar barang-barang danjasa-jasa tersebut tersedia bagi semua di pihak
lain. Dalam pengertian ini sudah barang tentu pennasalahan jaminan
hak-hak asasi manusia hanya melawankan antara negara sebagai pihak
yang senantiasa dituntut untuk menjaminnya serta rakyat yang merupa-
kan pihak yang, menuntutnya. Pemahaman yang bersifat parsial inilah
yang di beberapanegara terutama negara yang sedang berkembang




palam kembara sejaraQ. bangsa Indonesi~ Pancasila ditetapkan
menjadi dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia pada tanggal18
Agustus 1945 ketika Pembukaan DUD 1945 beserta batang tubuhnya
disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selaku wakil
seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dipikirkan, dimu-
syawarahkan serta diolah secara matang oleh para pendiri negara" Sesu-
ai dengan moral musyawarah yang luhur kelima sila diterima oleh se-
mua pihak sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dalam pe-
ngertian inilah maka Pancasila merupakan "political consensus" yang
dirasakan sebagai "konsensus yang transenden" yang menjanjikan sua-
tu komitmen untuk bersatu dalanl sikap dan pandangan dalam menuju
hari depan yang dicita-citakan bersama.
Di samping sebagai konsensus IXllitik, Pancasila sekaligus juga
sebagai konsensus filsafat. Hal ini bilamana kita perhatikan pemikiran-
pernikiran yang berkembang di dalam sidang-sidang Periode I BPUPKI
bahwa Pancasila dimaksudkan sebagai dasar filSafat negara sebagaima-
na yang ditegaskan oleh Dokter Radjiman -Wedyodiningrat. Demikian
pula ·sekaligus juga sebagai pandangan hidup bangsa (lebensan-
chauung) dan pandangan dunia (weltanschauung) bangsa Indonesia.
Maka Pancasila adalah sebagai sistem filsafat yang dimaksudkanmelan-
dasi tata kehidupanmasyarakat, Bangsa dan Negara di dalam wadah
Negara Indonesia merdeka. Maka dua sisi penting artjnyabagi Pancasi-
la, in concreto ia sebagai political consensus, in aostracto ia sebagai
philosophical consensus (R. Soejadi & Koento Wibisono, 1986: 16)"
Menyadari pentingnya tujuan bersama demi terjaminnya hak-hak
asasinya rnaka bangsa Indonesia menuangkan segalanilai-nilai budaya
dan nilai religinya sebagai kausa materialis~dalam suatu sistempemikir-
an yang rasional danmenyeluruh yang kemudian diberi nama Pancasi-
la. Di sinilah letak nilai lebih dasar fusafat Pancasilayang·-bukan hanya
merupakan kontemplastdari seseorang atau sekelompok manusia na-
mun merupakan suatu perenungan yang dalam dari bangsa Indonesia
lewat para peridiri negara serta para cendekiawan bangsa (bandingkan
Notonagoro, 66: 35). Dalam pengertian inilah maka filsafat Pancasila
memiIiki pengertian sebagai suatu refleksi dan rasional tentang
Pancasila sebagai dasarnegara dan kenyataan budaya· bangsa dengan
tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian,secaramendasar
dan menyeluruh. Oleh karena itu filsafatPancasilamenliliki sifat sub-
stansial, sertamemiliki sistematisasi serta keutuhan pandangan yang
komprehensif oleh k.arena itu bersifat ilmiah·dan universal.Oleh karena
itu filsafat Pancas"ilamengungkapkan konsep-konsep, kebenaran·sebagai
sumber nilai dan nonna, yang bukan saJa ditujukanpadabangsa Indo...
nesia nlelainkanbagi. seluruh umatmanusiapada-umumnya~Demikian-
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lab rnisalnya tentang pandangan manusi~ kerja, dunia, hubungan antar
manusia, keadilan, masyarakat, negara dan lain sebagainya (lihat Soer-
janto Poespowardojo, 1989: 13).
Pancasila sebagai suatu sistem fJlsafat pada hakikatnya merupakan
suatu kesatuan yang bulat, jadi setiap sila merupakan unsur Pancasila.
Bilamana leita uraikan secara filosofis bahwa Pancasila adalah dasar fil-
safat negara, adapun negara adalah merupakan suatu lembaga kemasya-
rakatan serta lembaga kemanusiaan, jadi negara memiliki sJIbjek perrdu-
kung pokok yaitu manusia. Dengan demikian maka dasar ontologik kel-
ima sila Pancasila adalah manusia, sebagai makPluk Tuhan Yang Maha
Esa (Sila I dan II). Dalam pembentukan suatu negara maka bangsa
Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki suatu prinsip-prinsip yang
sarna, memiliki suatu asas kerokhanian yang san1a sehingga merupakan
suatu kesatuan bangsa (Sila III) (Notonagoro, 1975: 15).Untuk menja-
min serta menyalurkan hak-hak asasi para warganya maka diperlukan
suatu sistem demokrasi. Negara pada hakikatnya demi kepentinganse-
luruh warganya, oleh sebab itu segala kekuasaan adalah untuk rakyat.
Dengan demikian kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dengan
suatumo~ y~g luhurdemi kebersamaan yaitu di bawah hiknlah kebi-
jaksanaan dalam pennusyawaratan/penvakilan (Sila IV). Negarn pada
hakikatnya bukanIah merupakan suatu tujuan, sebab negara adalah un-
tuk kepentingan seluruh warganya. Tujuan negara sudahbarang tentu
lebih daripada kepentingan~kepentinganwqrganya· secaraperseorangan .
saja, namun d3.Iarn arti kepentingan kesejahteraan individu maupun se-
luruh warga yaitu kepentingan umwu. Yaitu kesejahteraanlengkap lahir
dan batin, harkat serta martabat seluruh bangsa. Unsur-unsurkesejahte-
raan umum itu di satu pihak ialah dijamin dan dihonnatinya hak~hak
orang-orang sebagai warganya, serta di pihak lain hams terpenuhinya
kewajiban. Oleh karena itu harns dijamin dan terciptanya suatu keadilan
sosial seb~gai suatu dambaan seluruh warganya (Sila V). Pancasila.
DemikianIah maka dalam kaitannya dengan filsafat Pancasila maka
manifestasi penjabaran hak-hak asasi manusiabukanlah bersifat parsial
namun bersifat menyeluruh, yaitu dalam konteks kewajibannya dalam
suatu negara yang merupakan lembaga yang berupaya nlenjamin hak-
hak asasi tersebut
D. Hakikat Manusia sebagai Pangkal Tolak Pemahaman
tentang .Hak-hak Asasi Manusia
Untuk memahami lebihjauh lagi tentang hak-hak asasi manusia
sebagai pangkal tolaknya. Meminjam istilah john Locke dan J.J. Rous-
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seau, bahwa manusia pada awalnya adalah bersifat bebas secara alami-
ab. Dia memiliki potensi serta. hak-hak yang bersifat dasar yang telah
dibawanya dalam 'eksistensinya sebagai manusia. Kemudian .karena da-
lan1 kenyataannya bahv/a kehidupan secara alamiah senantiasa terjadi
perbenturan kepentingan serta pelnenuhan keinginannya'f il1aka manusia
memerlukan perlindungan bersama yang dibentuk oleh masyarakatitu
sendiri, yang disebut kontrak sosial. Lembaga yang memiliki kekua-
saan yang diharapkan untuk menja~in hak-hak asasi warganya
yang secara alanliah modem disebut negara. Oleh karena lembaga per-
lindungan bersama bentukan masyarakat tersebut sebagai suatu lembaga
kemasyarakatan, yang memiliki cita-cita serta tujuan.. maka sudah ba-
.rang tentu nlemerlukan suatli asas kerokhanian yang merupakan pangk-
al tolak derivasi dan seluruh pelaksanaan negara tersebut.Dalam pe-
ngertian inilah nlaka manusia nlerupakan nlasalah sentral dalan1 suatu
negara.
Maka Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki visi dasar
yang bersumber pada dasar' ontologik.. yaitu hakikat manusia. Jadi ma-
nusialah yang merupakan pusat pemahaman segala aspek dalanl
sanaandan penyelenggaraan negara terutama yang berkaitan dengan
h.ak-hak asasi manusia adalah bersifat 'monopluralis' ;yaitu yang memi-
liki unSUf-unsur hakikat kemanusiaan Uamak) yang nlerupakan suatu
kesatuan. Manusia padahakikarnya memiliki kedudukan kodrat sebagai
nlakhluk pribadiberdiri sendiri, sehingga bersifat otonom dan selain itu
juga sebagai nlakhluk Tuhan yang Maha E~a. Dalanl kedudukan kodrat
'manusia inimanusia sebagai nlakhluk yang otononl oleh karena itu dia
memiliki ken1erdekaan, nlemiliki martabat serta hak-hakyang sanla (li-
hat Pasal I Deklarasi Universal Hak-hak Asasi nTaIlusia). Oleh karena
sebagai nlakhluk yang otonom maka dia memiliki hak-hak asasi serta
kebebasan asasi tanpa ada kecuali apapun misalnya wama bahasa,
........... OLJt.4. ..... t-.u\-l,'-4" .. , kelahiran dan kedudukan lainnya (lihat pasal 2 ayat
manusia makhluk Tuhan
karena itu nlaTIusia menliliki hak asasi untuk menyembah
1
Sebagai makhluk yang wajar manusia nlemiliki susunan
yaitu terdiri atas "jiwa" dan "ragatt (Notonago~o .. 1975: 87). Jiwa terdiri
atas aka!, rasa, dan kehendak. Manusia sebagal makhluk yang wajar se-
nantiasa ingin mencapaiharkat dan m~rtabatnya sebagai manusia. Un-
tuk mencapai pcrkeh1bangan pribadinya yang wajar dan mewujudkan
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kesejahteraan insani sepenuhnya, maka manusia hams meningkatkan
kemampuannya yaitu lewat pendidikan. Hal ini berdasarkan kddratnya
bahwa manusia itu mula-mula lebih merupakan potensi, yang harns
berkembang secara terns menerus untuk mencapai tujuan eksistensinya.
Oleh karena itu hak untuk mengembangkan diri temtama lewat pendidi-
kan adalah merupakan hak asasi manusia. Dalam pasaI 26 Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB menyatakan uSetiap orang be-
rhak mendapatkan pengajaran. Karena manusia pada kodratnya memili-
ki aka!, maka manusia berhak untuk mengembangk~akalnya lewat
pendidikan~untuk pengembangan kemampuan intelektual, kreativitas,
serta daya nalamya. Selain itu manusia memiliki kebebasan aka! pikiran
pasal 18. Dengan akal manusia memiliki kebebasan mengeluarkan pen-
dapatnya (pasal 19) karena pacta hakikatnya maTlusialah yang merupa-
kan makhluk yang berakaL bahkan kalangan ilrnuwan menyatakan bah-
wa manusia adalah hewan yang berakal.
Dalam merealiSasikan aka!, rasa dan kehendaknya manusia senan-
.tiasa membudayakandi!ffiya. Sebagai makhluk yang berbudaya maka
manusia memerlukanbahasa sebagai wahana komunikasi serta simlxJli-
sasi, sehingga manusia disebut sebagai homo longuens. Dalam pe-
ngembangan estetisnyamanusia memerlukan kreativitas sem, misalnya
sastra.. lukis, musik dan sebagainya. Oleh 19lrena itu manusia secara ko-
drat memiliki hak untuk membudayakan dirinya dan dalam Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia.. PBB terrnuat dalam Pasal 27 ayat
(1), yangmenyatakan bahwa "Setiap manusia untuk turnt serta dengan
bebas ·dalam·hidupkebudayaan·masyarakat, untuk mengecap kenikmat-
an kesenian dan turnt serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta
mendapat manfaatnya. tt
Manusia adalah sebagai makhluk jasmaniah yangmempakan ba-
gian dari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yangMaha Esa. Oleh ka-
rena i~!nanusiajugamemiliki unsuf-unsur fisis biologis yang hams se-
nantiasa dipelihara, dibina dan ditingkatkan~oleh karena itu manusia
memerlukan makanan yang cukup untuk menjaga kelangsungan hidup-
nya. Dalam pengertian inilah maka manusiah~ bekerja sehingga ke-
sempatan bekerja adalah merupakan hak asasinya (pasal 23), dan de-
ngan pekerjaannya itu maka manusia akan mendapat sesuatu sebagai
hak. miliknya baik berupa alat tukar (uang), benda maupun yang lain-
nya. Oleh karena itu hak milik adalah merupakan hak asasi manusia
(pasal 17). Demi kelangsungan hidupnya maka manusia memerlukan
kesehatan, maka perawatan kesehatan adalah merupakan hak asasi ma-
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nusia~ sebagaimana tercanturn dalam pasal 25 Deklarasi Universal Hak-
hak asasi Manusia PBB.
Sifat kodrat manusia a'dalah sebagai makhluk individu dan ma-
khluk sosial (Notonagoro, 1975: 87). Manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa pacta hakikatnya adalah sebagai individu yang bebas
namun sekaligus sebagai warga masyarakat (makhluk sosial). Manusia
sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan, sejak kecil sampai dewasa
senantiasa membutuhkan orang lain serta hidup dalam masyarakat. Da-
lanl kenyataannya walaupun manusia sebagai individu perseorangan,
namun dia tidak akan pemah mengembangkan dan merealisasikan po-
tensinya hanya dengan dirinya sendiri. Menurut C.H. Cooley, bah\va
individu dan masyarakat bukan merupakan dua realitas yang terpisah
melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi dari sekeping
mata uang (Cooley, 1985: 107).
Sifat kodrat manusia sebagaima makhluk individu dan makhluk
sosial inilah yang merupakan dasar ontologis, yang merupakan suatu
sifat dasar dari Pancasila. Oleh karena itulah rnaka sifat dasar individu '
dan makhluk sosial merupakan sumber nilai serta nOffila dalam rangka
pelaksanaandan penyelenggaraan negara" nlisalnya tentang bentukne-
gara, tujuan negara. kekuasaan negara, sistem demokrasi, serta segala
aspek penyelenggaraan negara tennasuk pelaksanaan hak-hak asasi ma-
nusia.
Dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia Pancasila menda-
sarkan pada sifat dasamya yaitu hams senantiasa didasarkan pada sifat
kodrat manusia sebagai ma.ld1luk individu dan makhluk sosiaL Dari sisi
nlakhluk individu, manusia memiliki hak-hak yang sebelum bemegara
telah dimilikinya. Hak-hak tersebut adalah hak yang telah dimilikinya
sebagai kodrat manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Hak-hak tersebut perIn untuk direalisasikan serta dimanifestasikan un-
tuk peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai fllanusia. Namun
U.lJ'UUU,l.l bahwa hak-hak yang asasi ini dimiliki
oleh setiap manusia. Namun dalam kenyataannya untuk mengembang-
kan potensi serta menjamin hak-hak asasi manusia tersebut tidaklah
mungkin dilakukan oleh dirinya sendiri. Apabila jaminan hak-hak·asasi
tersebut dilaksanakan oleh dirinya sendiri maka tidak mustahil akan ter-
.. jadi perbenturan kepentingan dan dalam pengertian inilah maka manusia
merupakan serigala dari manusia yang laiImya. Oleh karena itulah rna..
nusia menlbentuk suatu persekutuan hukumyang mampu melindungi
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dan menjamin hak-hak asasinya, dan dalarn pengertian inilah manusia
membentuk negara. Maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan terben-
tuknya negara akan timbul pembatasan terhadap realisasi hak-hak asasi
tersebut, karena dengan terbentuknya masyarakat hukum (negara) maka
dengan sendirinya manusia harns melaksanakan wajibnya. Bagi Panca-
sila bahwa manusia hams bersifat adil, dan adil ini adalah bersifat ko-
drat yaitu adil terhadap Tuhannya, adil terhadap dirinya sendiri~ adil
terhadap orang lain serta ~asyarakat.Selain itu dalam kaitannya dengan
pelaksanaan hak.-hak asasi manusia dalam negara harns terdapat keseim
bangan antara hak dan wajib yang terwujud dalam tiga hal yaitu : 1) ma-
syarakat, bangsa dan negara adalah sebagai pihak yang wajib memenu-
hi keadilan terhadap warganya yang disebut dengan keadilan distributif.
Dalam pengertian inimasyarakat, bangsa dan negara wajib memberikan
(membagikan) kepada warganya (individu) apa yang menjadi haknya,
menurut syarat-syarat wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat
bangsa dan negara-tersebut yang hams dipenuhi dalam segala hal; 2)
warga masyarakat atau warganegara (sebagai individu) seQagai pihak
yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat,bangsa 'atau·nega-
ranya. Keadilanini disebutkeadilan legal (bertaat). Hal ini didasarkan
pada.suatu pengertian bahwa pada hakikatnya terwujudnya suatu ma-
syarakat adalahsebagaiakibat kehendak bersama maka Wltuk terwujud-
nya masyarakat, bangsa dan negara dan/untuk menjamin hak-~asa­
sinya maka hams ada suatu peraturan yang hams ditaati bersama oleh
para warganya.Olehkarena itu mentaati peraturanyang ada dalam sua-
tu masyarakat~bangsa _dannegara adalah merupakan kewajiban setiap
individu.sebagai warganya{lfuat Notonagoro~ 1975: 141, 142). Hal ini
tennuatdalamDeklarasiUniversal Hak-hak Asasi Manusia PBB~ Pasal
29 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai kewajiban terha-
dap suatu masyarakat-di-mana ia mendapat kemungkinan untuk-_me-.
nge~bangkan pribadinya dengan penuh danbebas tt • Ayat (2) UDi dalam
menjalankanhak-hak dankebebasannya setiap orang harns tunduk ha-
nya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-un-
dang dengan maksud semata...mata untuk menjamin pengakuan serta
penghonnatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain, dan
untuk memenuhisy~t-syaratbenar dari kesusilaan, tata tertib umum
dalam suatu masyarakatdemokratis (Baut & Beny, 1988: 85). 3) Reali-
sasikeadilan yang mengatur hubungan antara warga satu dengan lain-
nya,yang disebutkeadilankomutatif. Setiap individu wajib menghargai
hak-hak orang lain menimbulkan kewajiban bagi dirinya sendiri, seba-
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liknya,untuk menjamin hale dirinya sendiri menimbulkan wajib bagi in-
dividu yang lainnya. Oleh karena dalam suatu masyarakat negara itu
bersifat kompleks, maka lazinuiya untuk menjamin keadilan tersebut di-
wujudkanlah suatu peraturan perundang-undangan. hal ini pun juga ter-
muat dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.
Dapatlah dipahami bahwa berdasarkan sifat kodrat manusia yaitu
individu dan sekaligus makhluk sosial yang merupakan sifat dasar Pan-
casila, pemahaman dan penjabaran hak-hak asasi rnanusia tidaklah ber-
sifat parsial yang h~ya bertumpu pada hakikat manusia sebagai indivi-
du, namun hams bersifat simultan dan korelatif. sehingga turnpuan
pelaksanaan. hak-hak asasi manusia adalah pacta parameter keadilan.
Tanpa adanya keadilan maka mustahil hak-hak asasi manusia dapat ter-
jamin secara hukum. Sifat dasar individu dan makhluk sosial Akan me-
nimbulkan sifat korelatif pula antara hak dan wajib. Hak pada orang
yang satu menimbulkan kewajiban pada orangyang lain untuk menghor-
matinya. Dengan demikian keadilan pada hakikatnya mengatur hubun-
gan antar manusia, oleh sebab itu dapat dik~takan tata hubungan antar
manusia yang tepat. Sasarannya' adalah hak-hak ffianllsia sebagai per-
orangan. maupun masyarakat dan warga masyaraka~ sedangkan tujuan-
nya.tak· Iainadalah agar masing-masing orang dapat menikmati halc-
haknya secara aman.
E. Penjabaran Hak... hak Asasi Manusia di Indonesia
Sejarahumat manusia telah mericapai" titik kulminasinyadengan
tercapainya persetujuan sebagianbesar ulnat manusia sedunia dalam
suatu Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun
1948. Dalanl kenyataannya tidak terialu sukar ufituk mencapai suatu
kesepakatan tentang hak-hak asasi tersebut yang memng sejak semula
_ merupakan suatu langkah pertama saja. Akan tetapi untuk menjabarkan
serta melaksanakan di berbagai negara di belahan bumi ini temyata jauh
karena "menghadapi 'berbagai sosial,
maupunkebuday·aan dan bangsa-bangsa di dunia. Hal yang terpenting
adalah bagaimananilai-nilai esensial dati hak-hak asasi manusia terse-
but dap'at terjabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan di
berbagai negara di dunia ini walaupun dengan berbagai macam modifi~
kasinya masing-masing. Hal iniberdasarkan pada suatu kenyataanbah-
wa Pemyataan pada umumnya dianggaptidak mengikat secara yuridis,
dan oleh karena itu sering dinamakan sebagai suam Pemyataan Ke-
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inginan-keinginan Manusia (Declaration of Human Desires). (Budiar-
djo, 1981: 124). Pernyataan ini dianggap sebagai suatu standart mini-
mum yang dicita-citakan oleh umat manusia dan yangdalam pelaksa-
naannya dibina oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Akan
tetapi walaupwi tidak mengikat secara yuridis namun menliliki penga-
rub moral, politik dan edukatif yang sangat besar.
Dalam rentangan sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia
dalam kenyataarmya secara resmi deklarasi Bangsa Indonesia lebih dulu
dibandingkan dengan Deklarasi Universal' Hak-hak Asasi Manusia
PBB, karena Pembukaan UUD 1945 secara resmi diundangkan Tang-
gal 18 Agustus 1945 adapun Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manu-
sia PBB pada tahun1948.Hal ini merupakan fakta yang menunjukkan
pada dunia bah\va baIlgsa Indonesia sebelum tercapainya pemyataan
Hak-hak Asasi Manusia PBB tersebut dalam kenyataannya memang
mengangkat hak-hak asasi manusia dalam negaranya. Selain itu bangsa
Indonesia sejak awal telahmemiliki suatu prinsip dasar yang telahber-
akar pada budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada per-
nyataan Ir. Soekarnopada waktu sidang BPUPKl sebagai berikut:
"Jikalau kita hetul-hetul hendak mendirikan dan mendasarkan ne-
gara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong,menolong,
faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlahtiap-tiap
pikiran, tiapfahamindividualisme'dan liberalisme dati padanya".
Sebaliknya Drs., Moh.Hatta mengatakan bahwa :
"Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih
periu ditetapkan beberapa' hak dati warga negara, ·agar jangan
sampai timbul negarakekuasaan (machtsstaat =negara penindas)
.(Muh. Yamin, 1959:287-289).
Deklarasi bangsa Indonesia pada prin~ipnya tennuat dalam, naskah
Pembukaan DUD 1945, dan Pembukaan DUD 1945 inilah yang meru-
pakan sumber normatif bagi hukumpositif Indonesia terutama peIlja-
Dalam Pembukaan U~D 1945 alinea ldinyatakan bahwa: "kenzer-
dekaan adalah hak segalabangsa". Dalam pemyataan ini terkandung
pengakuan secara yuridis hak asasi ,manusia tentang-kemerdekaan se-
bagaimana tercantumdalam DeklarasiUniversal Hak-hak Asasi Manu-
siaPBB Pasal'l, maka penekananpada deklarasi kernerdekaan ffianu§ia
itubukanlah manusiasebagai individu yang bebas (individualis) melain-
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kan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa. Hal ini
mengandung arti bahwa hak asasi manusia diletakkan dalam kaitannya
dengan kewajibannya. Kata-kata selanjutnya dalam alinea I sebagai ber-
ikut:
II /\.t3S berkat rakhrnatL\Jlah Y Clrg ivl3.l1.3 K_uasa dan dengan dido-
rongkan oleh keinginan luhur. supaya berperikehidupan kebang-
saaq yang ill.aka rakvat Indonesia menyatakan dengarl ipi
keme~dekaannyatl. or '-'
l~ernyataan tentang H Atas berkat raklu11at l\llah "{ang Niaha !(uasa .. ,n
rnengandung ani bah\va dalarn deyJarasi bangsa Indonesia terkandung
f- .......""~_ .....-,.....~._..,, .. rn anusia yang berkctuha.flan yang tvlaha Esa, dZLll diten.lskan
dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Iv1aka pe-
ngeI1ian bangsa yang berkeruhanan ya.-,g ~v1aha I(uasa sebagai suatu
bangsa yang bebas maka negara Indonesia Inengakui tentang hak asasi
manusia untuk menleluk agama sebagainlana tercantun1 dalarn Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi tv1anusia PBB Pasal 18. Hal ini secara ek-·
splisit dijabarkan dalanl Pasa! 29 UUD 1945 terut3111a ayat (2).
Sebagainlana dipahami bahwa Pembukaan DUD 1945 adalah me-
rupakan suatu deklarasi Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang-
merdeka yang mendirikan suatu persekutuan negara yaitu Negara Indo-
nesia. Oleh karena itu penjabaran hak-hak asasi ~anusia sudah dapat
dipastikan berkaitan denganjaminan serta perlindungan terhadap hak-
hak asasi nlanusia. fv1aka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV ter-
kandung isi pengertian tentang tujuan negara yang tersimpul dalam kali-
mat sebagai berikut:
t9 ••• Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan' umum mencerdaskan kehidupan bang-
sa ..... ff
Tujuan pertan1a "melindungi segenap banga Indonesia dan selutuh tum-
AA.lUVAA\,..JAU. ee tt adalah Indonesia se-
suatu Pandoyo, 1.
Jadi negara Indonesia adalah sebagai suatu lembaga yang berkewa-
jiban untuk n1clindungi seluruh bangsa maupun seluruh tumpah darah
negara. Hal ini berarti bahwa negara harns mampu melindungi bangsa
atau setiap warganya dengan' suatu peraturan hukum terutama dalarn
melindungi hak-hak asasinya: demi tujuan kesejahteraan seluruh war-
ganya. Selain itu negara Indonesia juga bertujuan If ••• memajukan
kesejahteraan un1um dan mencerdaskan kehidupan bangsa ... ". Tuju-
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an ini merupakan suatu ciri negara hukum yang bersifat material.. arti-
nya negara Indonesia sebagai suatu negara juga berlcewajiban untuk
menjamin dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya serta
mencerdaskannya. Jadi dalam kaitannya dengan hak.-hak asasi manusia't
maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi para
warganya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik
secarajasmaniah maupun rokhaniah't antara lain berkaitan dengan hak-
hak asasi di bidang sosiat ekonomi, kebudayaan, serta di bidang pen-
didikan.
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan No. XXI
MPRS/1966 bahwa Pembukaan UDD 1945 adalah sebagai tertib hu-
kum yang tertinggi. Oleh karena itu secara yuridis bahwa Pembukaan
DUD 1945 adalah merupakan sumber hukum positif Indonesia. De-
ngan lain perkataan bahwa isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal DUD 1945. Adapun rin-
cian pasal-pasal DUD 1945 yang memuat tentang hak-hak asasi manu-
sia adalah sebagai berikut:
1. Hak atas Kebebasan uotuk Mengeluarkan· Pendapat
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,.mengeluarlcan·pikirande-
ngan lisan dan tulisan -dan sebagainya~lditetapkan dengan undang.;.
undang.
Declaration of Human Right, Pasal19: .
Setiap orang berfiak atas kebebasan' mempunyaidaIl,mengeluarkan
pendapat; dalam hak ini tenn~asukkebebasan,mempunyai·pendapat-
pendapat dengan tidak mendapat gangguan.. danuntuk mencari, me-
nerimadan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-
pendapat dengan, eara apapun,juga dan'tidak memandang batas-
batas.
Con~\'enant on Civil and Political Right,Pasal
(I}Setiap orangbertlak untuk mempunyai pendapat tanpa
alami gangguan.
(2) Setiaporang berhak. Ulltuk ~engeluarkanpendapat;,'.dalamhak
ini tennasuk kebebasan untuk meneari, menerima dan menyam-
paikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghirau-
kanpembatasan-pembatasan, baik seeara lisan,maupun tulisan
atau cetak, dalam bentuk seni, ataumelalui media lainmenurut
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pilihannya. Pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam ayat-
ayat dari Pasal ini membawakan kewajiban-kewajibandan tang-
gung jawab yang khusus.Oleh sehab itu dapat dikenakan pem-
batasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan ini
terbatas pada yang sesuai dengan ketentuanhukum dan yang
perIu:
(a) untuk menghonnati hak-hak atau nama baik orang lain.
(b) untuk perlindungan keamnan nasional atau ketertibanu-
mum, atau kesehatan dan mordI umum. (Budiardjo: 1(0).
Dalam kaitannya dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. ada
baiknya kita pahanli kebebasan mengeluarkan pendapat lewat pers, an-
tara lain tertuang dalam Undang-undang Pokok Pers No. I 1 Tahun
1966, yang kemudian diubah dengan Undang-undangNo. 4 Tahun
1967, dandiubah.'kembali dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982,
yang intinya bemafaskan kebebasan yang bertanggung jawab yaitu se-
earn ideal, secara aktif, kreatif dan positif harusmemberi sumbangan ke
arab tegaknya kehidupan Demokrasi Pancasila. Kebebasan mengeluar-
kan·pendapat lewat tulisan terutama lewat pers ini diletakkan dengan
wajib tanggung jawabindividu terhadap·kemajuan, kepentingandan ke-
tertiban masyarakat, bangsa dan negara. Demikian lab makakebebasan
mengemukakan pendapat bukanlah kebebasan individu tanpa batas, na-
mun di samping hak-hak hams senantiasadiletakkari dalam kaitannya
dengan tanggung jawabnya.
2. Hak atas Kedudukan yang samadi dalam Hukum
~
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, (1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pe-
merintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu de-
ngan tidak ada kecualinya.
sarna dan atas
perlindungan hukum yang sarna dengan tak ada perbedaan.. Sekalian
orang berhak atas perlindungan yang sarna terhadap setiap perbedaan
yang memperkosa pemyataan ini dan terhadap segala hasutan yang di-
tujukan kepada perbedaan semaeam ini.
Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 26:
Semua orang adalah sarna terhadap hukum dan berhak atas perlindung-
an hukuIl1 yang sarna tanpa deskriminasL Dalam hubungan inL hukum
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melarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlin-
dungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun
seperti ras,warna kuilt, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau
pendapat lain, bangsa-asal atau kedudukan sosial-asat milik, kelahiran
atau kedudukan lainnya.
3. Hak Alas Kebebasan Berkumpul
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-:-undang.
Declaration of Human Right, Pasal 20:
(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan beIkumpul dan bera-
pat
(2) Tiada seorangjuapun dapat dipaksakan memasuki salah satu per-
kumpulan
Convenant on Civil and Political Rights, Pasal· 21:
Hak berlcumpul secara bebas diakuL Tiada satu. pembatasanpun dapat
dikenakan terhadap pelaksanaanhak ini"kecuali··yangditentukan'·oleh
hukumdan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis,'demi kepen-
tingankeamanan nasionalatau keselam~tanumUffi, ketertiban umum,
perlindungan terhadap kesehatandan moral umum atau., perlindungan
temadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. (Budiardjo,
1981: 132bandingkandengapBaut & Beny, 1988:,81).
~
4.. Hak alas Kebebasan .Beragama
Undang-UndangDasar1945, Pasal 29 :
(1) ·Negara'berdasaratas·ke-Tuhanan Yang Mahaesa
(2) Negaramenjamin kemerdekaantiap-tiap penduduk untuk
memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menu-
rut agamanya dan kepercayaarmya
Declaration of Human Rights, Pasal 18:
Setiap',orangberhak atas .. kebebasan pikiran,keinsyafanbatin· dan
agamanya;.dalam·hal·ini··tennasuk kebebaan untuk menyatakan aga-
rna atau kepercayaannya dengan eara mengajarkannya, melakukan-
nya beribadatdan menepatinya, baik sendiri·maupun ersama-sama
denganorang lain, danbaikdi tempatumum maupun yang tersendi-
rlo
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Convenant on Civil and Political Rights, Pasa! 18:
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran'l keinsyafan- batin
dan agama. Hak ini niencakup kebebasan untuk memeluk atau
menerima agama atau kepercayaan pilihannya, serta kebebasan
untuk baik secara pribadi ataupun bersama anggota masyarakat
lingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup, menyata-
kan agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatan, tinda-
kan dan ajaran.
(2) iTak seorang pun dapat dikenakan paksaan sehingga mengaki-
batkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima
agama atau kepercayaannya pilihannya;
(3) Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya ha-
nya dapat dikenakan pembatasan menurut ketentuan-ketentuan
hukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatan umUffi, ke-
tertiban, kesehatan dan moral atau hak-hak dasar serta kebeba-
san orang lain;
(4) Negara peserta dalam perjanjian ini mengikat diri untuk meng-
honnati kebebasan orang tua dan di mana berlaku wall hukum,
untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknya untuk
keyakinannya masing-masing.
5. Hak atas Penghidupan yang layak
Undang...Undang Dasar 1945, Pasal 27, (2), Pasal 34
Tiap-tiap warga negara berbak atas pekerjaan dan penghidupanyang
layak bagi kemanusiaan. (Pasal27 ay~t (2).
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dikuasai oleh negara. (Pasal
34).
Dalan1 negara Indonesia sesuai dengan tujuan negara ttmernajukan kese..
jahteraan un1um ......", maka bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar
negara dan memberikan suatu penghidup··
yang sesuai dengan kondisi dan negara.
Declaration of Human Rights, Pasal 25:
Setiap orang berhak. atas tingkat hidup yang menjamin keseha-
tan dan· keadaan baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya,
termasuk soal makanan, pakaian, perumahan danperawatan ke-
sehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan be-
rhak atas jaminan di waktu mengalami pengangguraIl, janda,
lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena
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keadaan yang di luar kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat pernwatan dan bantuan is-
timewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam mau-
pun di luar perkawinan, harns mendapat perlindungan sosial
yang sarna.
Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 11:
(1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui hak se-
tiap orang a~as tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta
keluarganya, tennasuk sandang, pangan dan peromahan yang
layak, dan perbaikan secara terns menerus dari lingkungan hi-
dupnya.Negara-negara peserta akan mengambil langkah-
langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak terse-
bu~ untuk maksud mana diakui ~epentinganhakiki dari kerja-
sarna intemasional yang didasarkan atas persetujuan yang be-
bas.
(2) Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini y~g mengakui
hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparanakan
mengambillangkah-langkah yang diperlukan atas kekuatan sen-
diri atau melaluikerjasama intemasional tennasuk rencana-
rencana khusus untuk:
a.. memperbaiki eara-eara produksi, pengawetan dandistribusi
pangandengan mempergunakan sepenuhnya pengetahuan
teknik dan lImu· serta dengan menyebarluaskan pengeta-
huan tentangdasar-dasar ilmu gizi dan dengan mempelkem-
bangkan dan memperbaiki sistem pertanian sedemikian:rupa
sehingga tercapai perkembangan dan penggunaansumber-
sumber alam secarapaling efisien.
b. dengan memperhitungkan masalah-masalah yang dihadapi
baik oleh negarayang mengimpor maupun yang mengeks-
bahan niakanan duma seeara merata dan sesuai dengan
kebutuhan.
6 Hak alas Kebebasan Berserikat
Undang...Undang Dasar 1945, Pasal 28:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran de-
ngan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.
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Declaration of Human Rigths, Pasal 23, (4) :
Setiap orang berhak rnendirikan dan memasuki serikat-serikat seker-
ja untuk melindungi kepenlingamya.
Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 8 :
(1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengikat diri untuk
menjamin:
a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat sekerja dan
menjadi anggota serikat sekerja pilihannya, sesuai dengan
peraturan organisasi yang bersangkutan, guna me·ningkat-
kan serta melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan
sosialnya. Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan ter-
hadap pelaksanaan hal ini kecuali yang ditentukan oleh hu-
kum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis
demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umunl
atau untuk melindungihak-hak serta kebebasan-kebebasan
orang· lain. .
b) Hakbagiserikat sekerja untuk mendirikan federasi atau
konfederasi nasional serta hakbagi yang tersebut belakang-
an untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi seri-
katsekerja intemasional.
c) Hakbagi serikat sekerja untuk bertind~ secara bebasdan
hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan yang
diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan
keamanan.nasional atau ketertiban umwn atan untuk melin-
dungihak-hakserta kebebasaIl.Jcebebasan orang lain.
d) . Hakuntuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan
menurut ketentuan-ketentuan hukum negara yang bersang-
kutan.
(2) Pasal ini tidak menghalangi diadakannya pembatasan-
pembatasan yang sah atas pelaksanaan hak-hak ini oleh anggo-
ta...anggota angkatan perang atau kepolisian atau pemerintahan
negara"
(3) Tiada sesuatupun dalamPasal ini· dapat memberi wewenang
kepada negara-negara peserta dalarn Perjanjian organisasi Bu-
ruh Intemasional1948,mengenai kebebasan berserikat dan
perlindungan atas hak berorganisasi, untuk mengambillang-
kah-langkah legislatifyang·dapat membahayakan, atau melak-
sanakan ketentuan hukum sedemikian rupa sehinggamemba-
hayakan jaminan-jaminan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
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Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 22 :
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat, tennasuk
hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat se-
keIja guna melindungi kepentingan-kepentingannya.
(2) Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan terhadap hat ini,
kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukandalam
masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan na-
sional atau keselamatan umum, perlindungan terhadap kesehat-
an serta moral umum atau perlindungart terhadap hak-hak dan
kebebasan-kebebasan orang lain.
(3) Tiada sesuatupun dalam pasal ini yang dapat memberi \vewe-
nang kepada negarn-negara'peserta dalam Perjanjian Organisasi
Buruh Intemasional 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak Berorganisasi, untuk mengembil langkah-
langkah legislatif yang dapat membahayakan, atau melaksana-
kan ketentuan hukum sedemikianrupa sehingga dapat memba-
hayakan jaminan-jaminan yang tercantum dalam Perjanjian
/.
tersebut. (Budiardjo~ 1981: 136, Baut & Beny: 84).
7. Hak alas Pengajaran
Undang...Undang Dasar 1945, Pasal31 :
(1) Tiap-tiap warganegarn. berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional~ yang diatur dalam undang~undang.
Declaration of Human Rights, Pasal 26 :
(1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran.Pengajaran harns
dengan cuma-cuma, setidak-tidaknyadalam tingkatan sekolah
rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harns
diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak hams terbuka bagi se-
mua orang dan pelajaran tinggi hams dapatdimasuki dengan
eara yang samaoleh semua orang, berdasarkan·kecerdasan.
(2) Pengajaran harusditujukan ke arahpeIkembangan pribadi yang
seluas-Iuasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terlladap
hak-hale. manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harns mem-
pertinggi salingpengertian,··rnsa saling menerima sertarasa per-
sahabatan antara semuabangsa, golongan-golongan kebang-
saan atau golongan penganut agama serta hams memajukan
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kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memeli-
hara perdamaian. .
(3) Ibu-Bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam peng-
ajaran yang akandiberikankepada anak-anak mereka.
Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal
13 :
(1) Negara-negara peserta dalam peIjanjian ini mengakui hak setiap
orang ataSPendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan akan
mengarah pacta pengembangan penuh dan kepribadian orang
serta kesadaral1 akan harga dirinya, sertamemperkuat rasa hor-
mat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan da-
sar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan memung-·
kinkan semua orang untuk ikut serta secara efektif dalan1
masyarakat yang bebas meningkatkan rasa pengertian.,toleransi
serta persahabatanantara bangsa-bangsa dan semua kelornpok
jenis bangsa, suku atau agama, serta memajukan kegiatan Per-
serikatan Bangsa-bangsa memelihara perdamaian.
(2) Negara-negara peserta.dalam perjanjian ini mengakui bahwa
dalam·usaha melaksanakan hak ini secara penuh:
a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagisemua orang.
b) Pendidikan menengah dalam segala bentuknya tennasuk
pendidikan teknik dan kejuruan menengah... akan diseleng-
garakan dan terbuka bagi semua melalui cara-eara yang la-
yak serta khususnya dengandimulainyapendidikancum.a-
cuma secara bertahap.
c) Pendidikantinggi akan diusahakan terbuka bagi semua ber-
dasarkan kesanggupan, melalui cara-cara yang layak serta
khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cwna seca-
ra bertahap.
Pendidikan masyarakat dianjurkan atau ditillgkatkan
mungkin bagi mereka yang belurn pemah ataubelum men-
yelesaikan pendidikan dasar secara penuh.
e) Pengembangan sistemsekolahpada setiap tingkat digiatkan
secarakuat, sistem beasiswayang layak diadakan dan sya-
rat-syarat material dati staf pengajar ditingkatkan secara te-
rns·menerus.
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(3) Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini bertekad untuk .
menghonnati kebebasan orang tua dan dimana berlakuwali hu-
kum, untukmemilih sekolah bagi anak-anaknyaselain dari
yang didirikan oleh badan-badan negara, yang memenuhi sya-
rat-syarat minimal pendidikan yang telah ditentukan dan disetu-
jui oleh negara, serta·menjamin pendidikan agama dan moral
anak.-anaknya menurot keyakinannya masing-masing.
(4) Tiada sesuatupun dalam pasal ini dapat membenarkan campur
tangan dalam masalah kebebasan orang atau badan-badan untuk
mendirikan dan membimbing lembaga~lembagapendidikan, ke-
cuali dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan yang disebut
dalam ayat 1 Pasal ini dan mengingat pada syarat bahwa pen-
didikan yang diberikan di lembaga-len1baga seperti itu sesuai
dengan ukuran-ukuran minimal yang ditentukan oleh negara.
(Budiardjo,1981: 136).
8. Hak atas Kewarga. Negaraan
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26:
(1) Yang menjadi warga negara iaIah orang-orangbangsa Indonesia




Declaration of Human Rights,Pasal15:
(1) Setiap orang berhak atas sesuatukewarganegaraan.
Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 24:
(3) Setiap anak berhak untuk mendapatkanataumemperoleh kewarga-
negaraan.
pelaksanaan·hak..;hak
asasi tennasuk dalam UUD 1945 yang memiliki kekuatan mengikat se-
cara yuridis, tidaklah mungkin untuk dipisahkan dengan kewajiban, ka-
rena tujuan negara adalah ootuk kesejahteraan seluruhwarganya. Maka
dalamUUD 1945 Pasal30 tennuatkewajibansebagai berikut:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak danwajib ikut serta dalampembe-
laan negara.
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Dalam Declaration of Human Rights, Pasal 29 tennuat pemyataan seba-
gai berikut: .
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di
mana ia mendapat kemungkinan untuk. mengembangkan pribadinya
dengan penuh dan bebas.
F.. Kesimplilan
Hak asasimanusia pacta hakikatnya merupakan hak yang dhniliki
oleh manusia sejak lahir yang merupakan karunia dan Tuhan yang Ma-
haesa~ sebeluITl ffiaI1Usia menlbentuk persekutuan yang disebut negara.
Hak tersebut melekat pacta filaIlusia secara kodrat dan bukan merupa1:a.n
pen1berian orang lain, oleh karena itu. hal< tersebut merupakan hak ko-
d.rat manusia dan bersifat moral. Maka hakikat manusialah yang meru-
pakan. sumber dasar pemahaman dilll penjabaran hak-hak asasi manu-
sia.
Declaration of Human Rights PBB, adalah merupakan puncak
. perjuangan hak-hak asasimanusia, yang merupakan pemyataan dari
umat manusia sejagad demi tercapainya harkat dan martabatnya. Per-
nyataan tersebut memiliki pengaruh nl0ral dan politis bagi umat manu-
sia terUfama yang tergabung dalam oranisasi PBB. t;lamun dalam pelak-
sanaannya serta penjabarannya adalah sangat dipengaruhi oleh otorita
negara sertakondisi sosial, ekonomi~ politik dan kebudayaan.
Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pandanganhidup Pancasila,
bahwa hakikat manusia adalah 'Monopluralis'. Sifat dasar kodrat ma-
nusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosiaL Maka da-
lam realisasi hak-hak asasi manusia tidaklah bersifat parsial, yang ha··
nyamelawankan hak asasi manusia dan negara. Manusia sebagai
individu makltluk Tuhan yang Mahaesa dikaruniai hak-hak dasar yang-
melekat pada manusia sejak ia lahir.· Hak ini adalah hak yang dimiliki
ffiaJl1USla 1J...,,""" ......!'ooo kodrat namun untuk menjarriin
L.\.F.h;',""Vli"U.. mLanllSla J1..LJL lI." ......JI.JL~'lO..'l,4...II.JI,. masyarakat (negara). Dalam
inilah maka manusia memiliki wajib terhadap masyarakat negaanya*
Maka hak dan wajib pada hakikatnya bersifat korelatif, untuk menjamin
hak seseorang maka akan menimbulkan wajib bagi seseorang. Demi-
kianlah maka keadilan adalah merupakan parameter realisasi penjabararl
hak...hakasasimanusia dalam negara.
Realisasi yang hanya menekankan pacta hak saja maka akan me-
nimbulkan tirani sebagaimCLqa yang digambarkap oleh Rousseau dan
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Thomas Hobbes. Sebaliknya realisasi yang hanya menekankan pada
wajib saja maka akan menimbulkan kekuasaan otoriter yang hanya
menjamin kesejahteraan sekelompok kecil manusia yang hidup di atas
bangkai-bangkai orang lain. Oleh karena itu keseimbangan dan peme-
nuhan hak dan kewajiban itulah yang justru akan menjamin realisasi
penjabaran hak-hak asasi manusia.
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